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ABSTRAK 

 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai beberapa perjanjian dan kegiatan yang dilarang, 

salah satunya adalah persekongkolan tender. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 22, 

yang juga merupakan ketentuan yang lebih khusus sifatnya dalam rangka menciptakan iklim 

usaha yang kondusif, guna mendukung dan menumbuhkembangkan kegiatan penyediaan 

barang dan jasa yang berkualitas serta harga yang bersaing di tanah air. Namun sampai saat 

ini masih sering terjadi persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa. Oleh 

karena itulah, dalam penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan yaitu apakah proses 

tender pada Paket Pekerjaan Preservasi Dan Pelebaran Batas Provinsi Riau-Merlung- 

Simpang Niam sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 

apakah Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-I/2016 yang menghukum Terlapor I, Terlapor II, 

Terlapor III dan Terlapor VI sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data berupa data 

sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu 

proses tender lelang paket pekerjaan preservasi dan pelebaran batas Provinsi Riau-Merlung- 

Simpang Niam sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadan Barang dan Jasa dan Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standar 

dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Dari hasil 

pemeriksaan Investigator KPPU ditemukan fakta bahwa para Terlapor (pelaku usaha) 

mengatur lelang untuk menentukan pemenang tender. Pokja sebagai penyelenggara tender 

mengabaikan atau lalai terhadap fakta ketidakwajaran dokumen penawaran Terlapor I, 

Terlapor II, dan Terlapor III, yang terjadi pada saat tahap evaluasi dan pembuktian dokumen. 

Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan 

persekongkolan horizontal dan dinyatakan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena 

itu, Putusan Nomor 18/KPPU-I/2016 menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan 

Terlapor IV sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 

Kata Kunci : Persekongkolan Tender 
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